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Abstrak

Salah satu cara melaksanakan Pengelolaan Hutan Lestari adalah melalui
proses sertifikasi secara internasional yang dikenal dengan Sertifikasi Ekolebel.
Program sertifikasi akan dapat berjalan sangat baik apabila mendapat dukungan
dari masyarakat sekitar hutan dan yang sudah tergabung dalam organisasi
LMDH.Dukungan LMDH terhadap program sertifikasi akan mempercepat
pelaksanaan program sertifikasi ekolabel di KPH Perum Perhutani di Jawa Timur.
Metode penelitian yang dipakai adalah menggunakan random sample secara
purposive terhadap 23 KPH di Jawa Timur dipilih 3 KPH analisis yang dipakai
adalah uji mean berpasangan. Hasil kajian menunjukan bahwa LMDH Pemula,
LMDH Sedang maupun LMDH unggulan di KPH sangat mendukung program
sertifikasi yang sedang maupun yang akan dilkukan. Hal ini terbukti dari hasil uji
beda mean berpasangan di KPH Madiun, Ngawi dan Bojonegoro terletak di daerah
tolak maka h, diterima yang berarti tidak ada perbedaan diantara ketiga jenis
LMDH dalam mendukung progam sertifikasi.

Kata kunci: Optimalisasi LMDH

1. PENDAHULUAN

Issue lingkungan menjadi topik yang hangat pada dua abad terakhir ini mengingat masalah
tersebut terkait erat dengan keberlangsungan hidup umat manusia. Konferensi Earth Summit
yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada bulan Juni 1992 merupakan salah satu momen
penting dalam sejarah ’lingkungan’. Tjokrowinoto (2007:16) mencatat bahwa signal-signal
bumi yang merupakan umpan balik kegiatan manusia makin manifest (diwaspadai) dimana
bumi makin memanas (global warming), terjadinya lubang ozon, hujan asam (acid-rain),
degradasi tanah, deforestasi, desertifikasi, dan polusi. Apa yang dicatat oleh Tjokrowinoto
tersebut menjadi agenda penting dalam Earth Summit 1992. Sedangkan UN Climate Change
Conference tanggal 3-14 Desember 2007 di Bali (Indonesia) salah satunya membahas tentang
peranan hutan sebagai pengendali perubahan iklim melalui penyerapan carbon.

Berdasarkan hasil Konferensi Para Pihak Ke-13 dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB
tentang Perubahan Iklim di Bali 3-14 Desember 2007 terdapat program "Perdagangan Karbon’
yang melibatkan berbagai pihak antara lain masyarakat lokal, LSM, Swasta dan Lembaga
Internasional. Presiden Bank Dunia Robert B. Zoellick pada tanggal 11 Desember 2007 di Bali
telah meluncurkan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) .Dana yang diluncurkan
sejumlah 160 juta USD dari 300 juta USD yang direncanakan (di mana sejumlah 100 juta USD
untuk program ridded mechanism dan sejumlah 200 juta USD untuk program carbon finance
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mechanism). Pembiayaan ditujukan kepada upaya jangka panjang berkesinambungan pada
konservasi dan pengembangan masyarakat di hutan tropis. Dana tersebut juga disiapkan untuk
mendanai mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi fungsi hutan (Data
Pendukung Terlampir)

Berdasarkan luasan kepemilikan hutan, Indonesia termasuk pangsa pasar program
pendanaan (carbon finance mechanism) tersebut, namun mengingat Indonesia bersama Brazil
adalah penyumbang 70-80% emisi akibat deforestasi dan degradasi fungsi hutan maka terdapat
kekhawatiran (Kompas, 12 Desember 2007:13). Untuk itu Indonesia masih harus menyiapkan
manajemen dan sumber daya manusia (SDM) internal sedemikian rupa sehingga masyarakat
desa hutan (Data Pendukung Terlampir) tidak menjadi ’korban ganda’ (Korban akibat
deforestasi dan korban terabaikan akibat program penjualan karbon tersebut). Salah satu usaha
adalah penggalakan program pengelolaan hutan lestari.

Pengelolaan hutan secara lestari (ekonomi, lingkungan, dan sosial kemasyarakatan) dapat
diwujudkan melalui optimalisasi keterlibatan para pihak agar pengelolaan sumberdaya hutan
sesuai dengan kaidah kelestarian, diperlukan pengakuan dari pihak ketiga yang independen,
kredibel dan dapat diterima oleh semua pihak secara global (internasional). Salah satu cara
adalah melaksanakan Pengelolaan Hutan Lestari melalui proses sertifikasi secara internasional
yang dikenal dengan Sertifikasi Ekolebel. Sejak tahun 1992 telah terjadi pergeseran nilai-nilai
di masyarakat internasional, khususnya masyarakat Eropa terhadap produk-produk sumberdaya
hutan yang beredar di pasar global. Khususnya para green buyers (kelompok yang peduli
terhadap kerusakan hutan) menghendaki produk hutan yang dipergunakan berasal dari sumber
yang dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip kelestarian. Diharapkan kelak green buyers
menjadi penghapus pasar kayu illegal.

Perum Perhutani sebagai BUMN (sejak tahun 1972 diserahi untuk mengelola Sumberdaya
Hutan (SDH) di Pulau Jawa dan Madura kecuali DKI Jakarta DIY Yogyakarta, dan hutan
konservasi), berpartisipasi aktif mendorong diterapkannya Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) di
Indonesia, khususnya di wilayah kerja Perum Perhutani. Sehubungan dengan itu telah terbit
Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 090/KPTS/DIR/2006 tentang Sertifikasi
Pengelolaan Hutan Lestari di Perum Perhutani tanggal 22 Februari 2006. Sedangkan Perum
Perhutani Unit Il Jawa Timur telah membuat Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Lestari
(PHL) Skema Forest Stewardship Council (FSC) yang berisikan Indikator Penilaian. Indikator
tersebut terdiri atas 10 (sepuluh) prinsip sebagai Standard Pengelolaan Hutan Lestari skema
FSC yang diterapkan di Perum Perhutani (termasuk Perum Perhutani Unit Il Jawa Timur).
Sepuluh prinsip tersebut merupakan penjabaran dari 3 (tiga) sasaran pokok (aspek) dari
sertifikasi yaitu: produksi (ekonomi), lingkungan, dan sosial kemasyarakatan.

Terdapat 23 (dua puluh tiga) unit kerja manajemen yaitu Kesatuan Pemangku Hutan (KPH)
pada Perum Perhutani Unit Il Jawa Timur yang dipersiapkan untuk mendapatkan sertifikasi
PHL atau Ekolebel. Menjelang pertengahan tahun 2009, ada 2 (dua) KPH yaitu KPH Madiun
dan KPH Banyuwangi Utara, yang telah menjalani proses akhir penilaian. Tahun 2009 ada 3
(tiga) KPH yaitu KPH Bojonegoro, KPH Jatirogo, dan KPH Saradan, melakukan persiapan
untuk mendapatkan penilaian. Kemudian ada 2 (dua) KPH yaitu Ngawi dan Nganjuk yang
dipersiapkan untuk mendapat penilaian pada tahun 2010. Berdasarkan perencanaan, sejumlah 23
KPH Perum Perhutani Unit Il Jawa Timur harus tuntas mendapatkan sertifikasi PHL atau
ekolebel pada tahun 2015.

Mengacu kepada data dan rencana tersebut, tampaknya perlu adanya strategi akselerasi
dalam pencapaian target. Di samping itu, terdapat indikator (dari sepuluh indikator yang ada)
atau kriteria, yang pemenuhannya memerlukan peran serta dari pihak di luar Perum Perhutani
yaitu indikator ’Hubungan Dengan Masyarakat Sekitar’. Pemenuhan indikator yang terkait
dengan masyarakat sekitar tersebut sebagai konsekuensi dari paradigma yang dianut oleh Perum
Perhutani saat ini yaitu Community Based Forest Management (CBFM), meninggalkan
paradigma State Based Forest Management. Sebagai konsekuensinya adalah dalam mencapai
sasaran internal corporate yaitu maksimalitas produksi, Perum Perhutani harus menyertakan
keterlibatan masyarakat desa sekitar hutan. Sehingga sejak tahun 2001 telah digulirkan program
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Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan Lembaga Masyarakat Desa
Hutan (LMDH) adalah organisasi formal sebagai media kerjasama masyarakat dengan Perum
Perhutani. Keberhasilan kinerja Perum Perhutani sebagian di antaranya dipengaruhi oleh kinerja
LMDH tersebut, termasuk dalam pencapaian atau pemenuhan Kkriteria dalam sertifikasi ekolebel.

Perumusan Masalah

- Bagaimana peran LMDH dalam mendukung progam sertifikasi yang dilakukan oleh Perum
Perhutani Jawa Timur ?

- Apakah terjadi perbedaan perilaku LMDH dengan kriteria sertifikasi yang dilakukan oleh
Perum Perhutani.

Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan uraian di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Tujuan Jangka Panjang: Membantu terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari pada wilayah
hutan di Indonesia pada umumnya dan di wilayah Perum Perhutani Unit Il Jawa Timur
khususnya melalui percepatan program sertifikasi ekolebel.

2) Tujuan Jangka Menengah: Membantu pencapaian target pelaksanaan sertifikasi ekolebel di
lingkungan Perum Perhutani Unit 1l Jawa Timur, yaitu seluruh unit manajemen (23 Kesatuan
Pemangku Hutan/KPH) sudah selesai pada tahun 2015, sekaligus membantu upaya dalam
mempertahankan sertifikasi yang diperoleh.

3) Tujuan Jangka Pendek: (1). Memfasilitasi hubungan KPH di lingkungan Perum Perhutani
Unit Il Jawa Timur dengan Masyarakat Desa Hutan (Lembaga Masyarakat Desa
Hutan/LMDH) dalam pelaksanaan sertifikasi ekolebel. (2). Membantu menciptakan program
komputasi untuk akurasi, akselerasi dan optimalisasi pelaksanaan ekolebel di setiap KPH
Perum Perhutani Unit 1l Jawa Timur. (3). Membantu menemukan strategi atau pola dalam
mempertahankan sertifikasi yang telah diraih, khususnya yang terkait dengan keperanan
Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

2. METODE DAN RANCANGAN PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian survey. Menurut Sugiyono (2007, 6) metode survey
digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi
dalam hal ini peneliti melakukan perlakukan dalam pengumpulan data yaitu dengan cara
mengedarkan kuesioner, wawancara terstruktur, dan sebagainya. Penelitian ini akan
dilaksanakan dengan penahapan shb:

Tahun Pertama, berkonsentrasi kepada ’Optimalisasi Peran LMDH dalam Program
Sertifikasi Ekolebel’ Pada tahap ini penelitian diarahkan kepada matching antara prinsip-prinsip
yang terkandung dalam program sertifikasi ekolebel yang telah diterjemahkan dalam bentuk
indikator penilaian pada petunjuk pelaksanaan, dengan aktivitas yang senyatanya dilakukan oleh
para prayasawana (petani hutan) sebagai anggota LMDH dalam mengikuti program PHBM.
Program PHBM adalah sarana kesertaan masyarakat desa hutan dalam pengelolaan hutan antara
Perum Perhutani bersama dengan masyarakat. (Gambar 1.1)

Matching ini perlu dilakukan agar ditemukan letak disinkronisasi antara kecenderungan
perilaku petani hutan dengan sasaran program sertifikasi ekolebel sekaligus sebagai upaya
pencapaian tujuan akhir dari Pengelolaan Hutan Lestari. Sukarno, 2009 menemukan bahwa
sikap dan perilaku sebagian petani hutan peserta program PHBM di Kabupaten Ngawi
cenderung berorientasi jangka pendek yang dinilai kurang memperhatikan kelestarian tanaman
hutan. Di samping itu terdapat tingkat kemajuan LMDH yang tidak setara, yang dapat diduga
akan berpengaruh kepada pencapaian hasil sertifikasi ekolebel.
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Gambar 2.1.
Matching antara Indikator Penilaian Sertifikasi Ekolebel
dengan Aktivitas Prayasawana Program PHBM

Gap yang ditemukan dalam proses matching tersebut digunakan sebagai bahan dalam
melakukan proses Optimalisasi Peran LMDH dalam program Sertifikasi Ekolebel. Proses ini
dilakukan dengan cara: a). Advisori, yaitu pemberian masukan berupa konsep yang aplikatif
kepada institusi terkait (Perum Perhutani, Masyarakat Desa Hutan, Pemerintah Daerah,
Stakeholders lainnya); b). Partnership, yaitu menggalang kemitraan dengan institusi terkait
untuk memberikan supporting; c¢). Direct Supporting, yaitu bantuan langsung yang dapat
dirasakan oleh pihak terkait untuk mengurangi/menghilangkan gap yang ada.

Tahun Kedua. Jika penelitian sekaligus penerapan hasil penelitian pada tahun pertama telah
dicapai, maka untuk tahun kedua Tim peneliti akan menciptakan Program Komputasi Sertifikasi
Ekolebel Perum Perhutani Unit Il Jawa Timur dengan menerapkan atau adopsi sebagian dari
“The Audit Management System: Control, Analyse and Manage Your Management System
Auditing Versi 2.3” (copyright 2002-3 Qulaity Clinics Ltd.), terutama dalam hal: Managing the
Audits; Reporting; and Change to Real data.

Program Komputasi Sertifikasi Ekolebel ini disesuaikan dengan Standar Forest
Stewardship Council (FSC) dengan prinsip-prinsip meliputi: a). Ketaatan Pada Hukum dan
Prinsip-prinsip FSC; b). Hak Tenure dan Hak Guna Serta Tanggungjawab; c). Hak Masyarakat
Adat; d). Hubungan masyarakat Adat dan Hak-hak Pekerja; €). Manfaat Hutan; f). Dampak
Pada Lingkungan Hidup; g). Rencana Pengelolaan; h). Monitoring dan Evaluasi; i).
Pemeliharaan Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi (HCVF); dan j). Hutan Tanaman.

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Perum
Perhutani Unit Il Jawa Timur sebagai Unit Manajemen yang mendapatkan sertifikasi ekolebel
yaitu berjumlah 23 (dua puluh tiga) unit. Sedangkan Unit Manajemen yang menjadi sampel
dalam penelitian ini adalah: a). KPH yang telah selesai melakukan penilaian sejumlah 2 unit; b).
KPH yang sedang melakukan persiapan sebanyak 2 (dua) unit; dan c¢). KPH yang masih
menunggu persiapan dalam mendapat penilaian Sertifikasi Ekolebel.
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3. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Hasil Perhitungan KPH Madiun

Hasil perhitungan tanggapan LMDH terhadap program sertifikasi di daerah penelitian KPH
Madiun dibandingkan dengan kriteria ekolabel ideal.

Daerah Daerah
tolak Daerah tolak
terima
-2,04 \
o=0,05

Nilai t (tabel) = 2,04

H, diterima apabila : -2,04 <t<2,04

H, diterima apabila: t>2,04 atau t< -2,04
D=3>D = -218 =-7.2667

n 30
5 (D-D)’ 137,8667
Sp = N/ 4,7540
n-1 29
Sp = 2,1804
maka : t = 71,2667  =_18
2,1804 v29
Kesimpulan :

Oleh karena t = -18 terletak didaerah tolak maka h, diterima yang berarti tidak ada
perbedaan persepsi LMDH di daerah penelitian dengan kriteria ideal sertifikasi ekolabel Pada
LMDH KPH Madiun. Artinya LMDH unggul yang ada di KPH Madiun sangat mendukung
progam sertifikasi ekolabel yang telah dicanangkan Perum Perhutani Jawa Timur , hal ini
terlihat dari telah lolosnya Kph Madiun dalam mendapatkan progam sertifikasi ekolabel dari
KFC.Proses untuk mendapatkan sertifikasi tersebut relatif cukup lama yaitu mulai dari proses
persiapan sampai pelaksanaan memerlukan waktu lima tahun.

Unsur yang paling mendukung dari 10 progam sertifikasi adalah unsur yaitu yang
menyangkut hak-hak masyarakat adat, hak-hak pekerja dan pelaksanaan yang baik terhadap
partisipasi LMDH dalam menjaga kerusakan hutan. Dari hasil tersebut menunjukan bahwa
hipotesis yang diajukan bawa LMDH UNGGUL tidak ada perbedaan persepsi dengan Kriteria
ekolabel yang berarti hipotesa diterima.
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Hasil Perhitungan KPH NGAWI

Hasil perhitungan tanggapan LMDH terhadap program sertifikasi di daerah penelitian KPH
Ngawi dibandingkan dengan kriteria ekolabel ideal.

Daerah
tolak

Daerah
tolak

Daerah
terima

-2,04 2,04
a=0,05

Nilai t (tabel) = 2,04
H, diterima apabila : -2,04 <t<2,04
H, diterima apabila: t>2,04 atau t< -2,04

D=3>D = -548 =-18.2667

n 30
s (D-D)° 1987.867
Sp= = </ 68,54713
n-1 29
Sp = 8,2793
maka: t = _152667 = =_12
8,2793 V30
Kesimpulan :

karena t = -12 terletak didaerah tolak maka h, diterima yang berarti tidak ada perbedaan
Oleh persepsi LMDH di daerah penelitian dengan kriteria ideal sertifikasi ekolabel. Pada
LMDH KPH Ngawi. Artinya Lembaga masyarakat desa hutan di KPH Ngawi walaupun masih
belum dipersiapkan untuk pelasanaan progam sertifikasi mempunyai dukungan terhadap
progam sertif ikasi ekolabel. Hal ini berbeda dengan hipotesis yang diajukan bahwa terjadi
perbedaan dukungan antara LMDH UNGGUL, SEDANG dan PEMULA terhadap program
sertifikasi. Terjadinya perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah
Peserta LMDH adalah sudah lama melakukan kerjasama dengan perhutani dalam pelaksanaan
program PHBM, Peserta LMDH sudah menyetujui program yang dituangkan dalam surat
perjanjian, peserta LMDH telah sepakat untuk mensukseskan kelestarian hutan. Peserta LMDH
sudah sering mengikuti sosialisasi bahwa tujuan akhir dari pelaksanaan PHBM dan dibentuknya
organisasi LMDH adalah untuk mewujudkan hutan yang lestari baik untuk kepentingan
ekonomi, konservasi lingkungan .
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Hasil Perhitungan KPH Bojonegoro

Hasil perhitungan tanggapan LMDH terhadap program sertifikasi didaerah penelitian KPH
Bojonegoro dibandingkan dengan kriteria ekolabel ideal.

Daerah
tolak

Daerah
tolak

Daerah
terima

-2,04 2,04

o=10,05

Nilai t (tabel) = 2,04

H, diterima apabila : -2,04 <t<2,04

H, diterima apabila: t>2,04 atau t< -2,04

D=3YD = -447 =-15.4128

n 29
s (D-D)’ 15284.26 \/7
Sp = n-1 )8 = 545,8793
Sp = 23,3641
maka: t = 154128  =_.36
23,3641V2
Kesimpulan :

Oleh karena t = -3,6 terletak didaerah tolak maka h, diterima yang berarti tidak ada
perbedaan persepsi LMDH di daerah penelitian dengan kriteria ideal sertifikasi ekolabel. Pada
LMDH KPH Bojonegoro.

karena t = -12 terletak didaerah tolak maka h, diterima yang berarti tidak ada perbedaan
Oleh persepsi LMDH di daerah penelitian dengan kriteria ideal sertifikasi ekolabel. Pada
LMDH KPH Bojonegoro. Artinya Lembaga masyarakat desa hutan di KPH Bojonegoro
walaupun masih belum dipersiapkan untuk pelaksanaan program sertifikasi mempunyai
dukungan terhadap program sertifikasi ekolabel. Hal ini berbeda dengan hipotesis yang diajukan
bahwa terjadi perbedaan dukungan antara LMDH UNGGUL, SEDANG dan PEMULA terhadap
progam sertifikasi. Terjadinya perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain
adalah Peserta LMDH adalah sudah lama melakukan kerjasama dengan perhutani dalam
pelaksanaan program PHBM, Peserta LMDH sudah menyetujui progam yang dituangkan dalam
surat perjanjian, peserta LMDH telah sepakat untuk mensukseskan kelestarian hutan. Peserta
LMDH sudah sering mengikuti sosialisasi bahwa tujuan akhir dari pelaksanaan PHBM dan
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dibentuknya organisasi LMDH adalah untuk mewujudkan hutan yang lestari baik untuk
kepentingan ekonomi, konservasi lingkungan.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas menunjukan bahwa LMDH Unggul yang
telah disertifikasi di KPH Madiun, KPH sedang persiapan sertifikasi,dan LMDH yang masih
menunggu sertifikasi tidak ada perbedaan dukungan terhadap progam sertifikasi. Artinya baik
LMDH di KPH Madiun, KPH Bojonegoro sangat mendukung semua progam sertifikasi
khususnya indikator sosial yang menjadi sasaran dalam penelitian ini.

4. SIMPULAN

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa tidak ada perbedaan antara LMDH UNGGUL,
SEDANG dan PEMULA terhadap criteria sertifikasi ecolabel.Artinya ketiga jenis LMDH
sangat mendukung terhadap progam sertifikasi ekolabel yang dicanangkan oleh KPH II Jawa
Timur. Hal ini terlihat dari uji statistic di ketiga Lembaga Masyarakat Desa Hutan di KPH
Madiun,Ngawi dan Bojonegoro .Bahwa hasil uji t terletak didaerah tolak maka hipotesa yang
diajukan ditolak dan hipotesa 0 diterima.

Tidak adanya perbedaan di ketiga jenis LMDH tersebut dikarenakan telah sering
mendapatkan penyuluhan-penyuluhan lewat perhutani melalui progam PHBM, pengelolaan
hutan lestari, dan sertifikasi ekolabel.

Saran

Penguatan Lembaga masyarakat Desa hutan sangat diperlukan melalui pendampingan,
pelatihan, dalam rangka memberi pemahaman yang baik tentang maksud dan tujuan sertifikasi
ekolabel.

Diperlukan pendampingan secara terus menerus untuk memberi pemahaman kepada
LMDH tentang arti dan pentingnya sertifikasi ekolabel terhadap kelestarian hutan.

Penguatan usaha ekonomi tanaman produktif pada LMDH, melalui pelatihan manajemen,
Pengenalan tanaman produktif yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.
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